BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis

menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan aplikasi siskeudes di Desa Pangilen Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang dioperasikan sejak tahun 2018 yang diterapkan oleh BPKB
, dengan diterapkannya aplikasi siskeudes maka pemerintah desa harus
mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terlebih dahulu agar memudahkan
pemerintah desa dalam pembuatan laporan keuangan desa dan penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), mulai dari tahap perencanaan,

penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan.

2. Adanya aplikasi siskeudes dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa
yang baik dan pengelolaan pemerintah desa yang baik di Desa Pangilen

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan terbentuknya ;

1) akuntabilitas keuangan desa di Desa Pangilen dapat dikatakan sudah
terlaksana dengan baik , karena pemerintah desa Pangilen sudah menyampaikan
laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi APBDes kepada pihak —
pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan badan pengawas lainnya serta
adanya musrembang atau rapat penyampaian informasi penggunaan APBDes

kepada masyarakat.
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2) Transparansi bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pangilen dapat
dikatakan cukup transparan dikarenakan hal tersebut dapat di lihat dengan
adanya papan informasi APBDes atau baleho yang ditampilkan di kantor balai
desa pangilen serta pembuatan laporan realisasi anggaran dana desa yang
dicantumkan dalam aplikasi siskeudes dan dilibatkannya mayarakat dalam rapat
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pada pengelolaan keuangan Desa

Pangilen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa
harapan penulis dalam meningkatkan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) di Desa Pangilen , yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia atau pemerintah desa dalam
mengoperasikan aplikasi siskeudes, dalam hal tersebut terutama operator
aplikasi siskeudes bisa meningkatkan kemampuannya atau skill dengan rajin
mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis sehingga kualitas tata Kelola
pemerintahan desa akan lebih meningkat demi tercapainya pengelolaan
keuangan desa yang baik dan berkualitas.

2. Meningkatkan media informasi seperti membuat website agar lebih
transparan atau terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses lebih luas
lagi dan dalam mengelola anggaran dana desa lebih terkontrol sehingga
tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan laporan pengelolaan

keuangan yang berkualitas , dan selalu ada keterlibatan antara pemerintah
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desa dan masyarakat agar tercipta keharmonisan dan kepercayaan dalam

pengelolaan keua serta membangun desa yang lebih baik lagi
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